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ABSTRAK 
Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak 
adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian 
mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap 
dapat dijadikan rujukan hukum. Di sisi lain, agama Islam sebagai agama mayoritas 
penduduk Indonesia, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, 
di samping hukum Barat dan hukum Adat. Oleh karena itu, pengkajian hukum Islam dalam 
rangka pembangunan hukum nasional merupakan suatu keniscayaan. Tulisan ini 
membandingkan hak-hak anak, sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak, 
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut 
Hukum Islam. Untuk itu, tulisan ini menguraikan hak-hak anak menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; hak-hak anak menurut Hukum Islam; 
dan perbandingan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Hukum Islam. 
 
Kata kunci: hak-hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam.  
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PENDAHULUAN 
 Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan  
perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI pada 
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waktu itu, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 22 Oktober 2002.  
 Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan konsideran 
menimbang (landasan filosofis dan sosiologis): a) bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa 
anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c) bahwa anak adalah 
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d) bahwa agar setiap anak kelak 
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 
mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan 
serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; e) 
bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan 
dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin 
pelaksanaannya; dan f) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal 
tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek 
yang berkaitan dengan perlindungan anak. 
 
PEMBAHASAN 
1.  Pengertian Anak 
 Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam berbagai 
perspektif. Hal ini terlihat dalam konsideran “menimbang” yang terdapat dalam 
Undang-Undang ini, yang melihat kedudukan anak sebagai: 
a. bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan 
memperoleh hak-hak asasinya; 
b. amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 
c. tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 
 
 Lebih lanjut, Undang-Undang ini mendefinisikan anak dengan seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.1 Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang
-Undang ini adalah seseorang sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai 
usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak 
dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya 
perkawinan. Dalam Undang-Undang ini, anak dilihat dalam perspektif sosial 
secara umum, sehingga merupakan individu yang hidup dalam wilayah publik, 
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sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai amanah Tuhan, dan sebagai 
generasi penerus bangsa; bukan anak dalam perspektif hubungan keluarga, yang 
berada pada wilayah domestik. 
 Pengertian anak dalam perspektif yang luas, sehingga memasuki wilayah 
publik tersebut, berimplikasi terhadap pembagian kelompok anak berdasarkan 
kondisi yang dihadapi anak tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Undang-
Undang ini, yaitu: 
a. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, 
baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial ;2 
b. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/
atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara 
wajar ;3 
c. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar 
biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa ;4 
d. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan 
pengadilan ;5 
e. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, 
karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin 
tumbuh kembang anak secara wajar.6 
 
2.  Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
 Bab III dari Undang-Undang Perlindungan Anak berjudul Hak dan Kewajiban 
Anak, yang dirinci mulai Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-hak anak dan Pasal 19 
menjelaskan tentang kewajiban anak. Menurut Undang-Undang ini, setiap anak:  
1) berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 7 
2) berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;8 
3) berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;9 
4) berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 
tuanya sendiri;10 
5) berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang 
anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;11 
6) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 
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kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial ;12 
7) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ;13 
8) berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran 
bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi 
anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 
khusus ;14 
9) berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 
pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;15 
10) berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 
anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 
bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri ;16 
11) yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan 
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ;17 
12) selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan :18 
a) diskriminasi ;19 
b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ;20 
c) penelantaran ;21 
d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ;22 
e) ketidakadilan ;23 
f) perlakuan salah lainnya ;24 
13) berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/
atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;25 
14) berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 
e) pelibatan dalam peperangan ;26 
15) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ;27 
16) berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum ;28 penangkapan, 
penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir ;29 
17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :30 
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
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dari orang dewasa ;31 
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku ;32 
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum ;33 
18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan ;34 
19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya .35 
 
Adapun yang menjadi kewajiban seorang anak ialah: 
1. menghormati orang tua, wali, dan guru; 
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
5. melaksanakan etika dan akhlak mulia .36 
 Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang 
Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat 
dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi 
pasal-pasalnya terkesan “menjiplak” redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam 
Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak 
yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit 
untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang 
Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya 
membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya 
penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi 
terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat 
menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
 Sebagaimana yang tercantum dalam pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar 
pengajuan RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, DPR 
berpendapat bahwa meskipun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah 
mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk 
memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang 
mengenai perlindungan anak, sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban 
dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang 
ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala 
aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya 
dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.37   
 Uraian tentang hak-hak anak yang dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-
Undang Perlindungan Anak di atas, sudah sangat rinci dan mencakup berbagai 
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aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, dan sosial, serta 
perlindungannya dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. 
Oleh karena itu, dapat dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara, karena upaya perlindungan anak mencakup wilayah yang 
luas, meliputi wilayah domestik dan wilayah publik. 
 Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban anak dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak ini berkaitan dengan perspektif yang 
digunakan Undang-Undang ini dalam melihat kedudukan seorang anak, yaitu 
sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai amanah Tuhan, dan sebagai 
generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak juga meliputi ruang 
lingkup yang sangat luas, baik hak-hak anak yang berkaitan dengan kedudukannya 
sebagai warga negara, sebagai amanah Tuhan yang padanya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya, dan sebagai generasi penerus cita-cita 
bangsa. Hak-hak tersebut juga menyangkut berbagai aspek kehidupan: pendidikan, 
kesehatan, agama, hukum, politik, sosial, dan budaya. Demikian juga kewajiban 
seorang anak, bukan hanya dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarga, 
melainkan juga dengan teman, guru, wali, masyarakat, tanah air, bangsa, dan 
negara.  
 Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji lebih spesifik tentang hak-hak anak 
dalam keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang memegang peranan 
yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar. Hak-hak 
anak dalam keluarga, dapat dilihat dari ketentuan tentang kewajiban orang tua dan 
kelurga terhadap anak (karena hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lain). 
Meskipun hak-hak anak yang diuraikan di atas cukup banyak, ternyata kewajiban 
keluarga dan orang tua tidak sebanyak rincian hak-hak anak tersebut. Pasal 26 ayat 
1 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
1). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;  
2). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya;  
3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. 
 Terdapat hal yang signifikan yang tidak dirumuskan dalam Undang-Undang 
ini bekaitan dengan kewajiban orang tua kepada anaknya dalam masalah agama. 
Pasal 26 ayat (1) di atas, sama sekali tidak menyinggung ketentuan tentang adanya 
kewajiban orang tua untuk mendidik dan membimbing, serta melakukan 
pembinaan terhadap anak-anak mereka dalam masalah agama. Lebih jauh, Pasal 43 
Undang-Undang ini menyatakan bahwa orang tua (sebagaimana juga keluarga, 
wali, lembaga sosial, masyarakat, pemerintah, dan negara) harus menjamin 
perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Dengan demikian, anak diberikan 
“kebebasan” untuk memilih dan menjalankan agamanya. Padahal, dalam hukum 
Islam, orang tua berkewajiban untuk menanamkan dan memberikan pendidikan 
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agama kepada anak mereka. Ayat al-Qur’an, sebagai dasar hukum Islam yang 
pertama memerintahkan agar setiap orang memelihara diri dan keluarganya dari 
siksa api neraka, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah.  
 
3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam 
 Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan 
perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur’an dan Hadits 
yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan 
perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak 
anak. 
 Di antara hak-hak anak menurut hukum Islam ialah: 
1). Hak Hidup 
 Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang 
masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur’an yang menegaskan larangan 
untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu 
seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151: 
 
 َر َلَّ َٚ  ًبٔبَعِْدإ ِٓ ٠َِْدٌا َٛ ٌْ ِبث َٚ  ًبئ١َْش ِٗ ِث اُٛوِسُْشر ََّلَّأ ُْ ُى١ٍََْع ُْ ُىُّثَز ََ َّسَد ب َِ  ًُ َْرأ ا ْٛ ٌَبََعر ًْ ُل ُزْم ْٓ ِ  ُْ ُو َ َلَّ ْٚ َأ اٍُٛ
 ٌَّٕا اٍُُٛزَْمر َلَّ َٚ  َٓ ََطث ب َِ َٚ  َبْٕٙ ِ  ََسَٙظ ب َِ  َشِدا َٛ َفٌْ ا اُٛثَسَْمر َلَّ َٚ  ُْ ُ٘بَّ٠ِإ َٚ  ُْ ُُىلُشَْسٔ ُٓ َْذٔ ٍقَلَ ِْ ِإ ْف ِٟزٌَّا َط
 َْ ٍُِٛمَْعر ُْ ُىٍَََّعٌ ِٗ ِث ُْ ُوب َّص َٚ  ُْ ُِىٌَذ ِّكَذٌْ ِبث َِّلَّإ ُ َّاللَّ ََ َّسَد 
 
“Katakanlah: ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, 
yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 
terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 
karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; 
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak 
diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. 
Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami
(nya).” 
 
 Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isrā’ (17):31 Allah berfirman: 
 
 اًس١ِجَو ًبئْطِخ َْ بَو ُْ ٍََُْٙزل َّْ ِإ ُْ ُوبَّ٠ِإ َٚ  ُْ ُُٙلُشَْسٔ ُٓ َْذٔ ٍقَلَ ِْ ِإ ََخ١ْشَخ ُْ ُو َ َلَّ ْٚ َأ اٍُُٛزَْمر َلَّ َٚ  
 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah 
yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya 
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” 
 
  Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang 
masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, 
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perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya 
dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu 
sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan 
memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S. al
-Thalāq (65): 6: 
 
 َد ِدَلَُّٚأ َّٓ ُو ْْ ِإ َٚ  َّٓ ِٙ ١ٍََْع اُٛمِّ١َُعِزٌ َّٓ ُ٘ٚ ُّزبَُعر َلَّ َٚ  ُْ ُوِدْج ُٚ  ْٓ ِ  ُْ ُزْٕ َىَظ ُش١َْد ْٓ ِ  َّٓ ُُِٕ٘ٛىَْظأ ًٍ ّْ 
 َُىٕ١َْث اُٚس ِّ َرْأ َٚ  َّٓ َُ٘زُُٛجأ َّٓ َُُ٘ٛرآَف ُْ َُىٌ َٓ ْعَظَْزأ ْْ ِ َئف َّٓ ٍَُٙ ّْ َد َٓ ْعََع٠ َّٝزَد َّٓ ِٙ ١ٍََْع اُِٛمفْٔ َ َؤف ُْ ٍفُٚسْع َّ ِث
َٜسُْخأ ٌَُٗ ُعِظُْسزََعف ُْ ُرْسَظبََعر ْْ ِإ َٚ  
 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika 
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka 
upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 
jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya.” 
 
 Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga 
keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani 
hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam 
kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Hal itu 
sebagaimana tercermin dalam sebuah riwayat yang terkenal dengan sebutan kisah 
Ghamidiyah, yaitu kasus seorang wanita dari daerah Ghamid yang mengaku 
berzina. Karena wanita tersebut hamil, Rasulullah saw. menangguhkan penjatuhan 
hukuman (rajam) terhadapnya sampai anak yang dilahirkannya itu selesai masa 
penyusuannya. 38 
 Kisah tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sangat memperhatikan 
kehidupan janin dan pemenuhan segala haknya secara sempurna sampai dia benar
-benar tumbuh dengan sehat, walaupun kelahirannya ke dunia melalui jalan yang 
tidak diridhai oleh syara`. Bagaimanapun keadaannya, bayi itu tidak dapat 
menanggung dosa orang tuanya. 39 
 Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu 
tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam 
keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan: 40 
 
 يبل ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز ْأ " : بٕٙطث ٟفبِ ععر ٝزد ًزمر لَّ ادّع ذٍزل اذإ حأسٌّا
 ب٘دٌٚ ًفىر ٝزدٚ لَِبد ذٔبو ْإ . ًفىر ٝزدٚ بٕٙطث ٟف بِ ععر ٝزد ُجسر ٌُ ذٔش ْإٚ
 ب٘دٌٚ"  
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Rasulullah saw. bersabda: “Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia 
tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan 
sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak 
boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya”. 
  
 Penangguhan eksekusi qishash dan rajam sebagaimana dinyatakan dalam 
riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak 
anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan 
bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.  
 Selain dalam contoh kasus di atas, Allah SWT. juga memberikan keringanan 
dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam 
pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan. Hal itu dinyatakan dalam suatu hadits 
yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dari Anas bin Malik:41 
 
  َيَبل َُ ٍََّظ َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّاللَّ ٍََّٝص ِّٟ ِجٌَّٕا ْٓ َع " ْٓ َع َٚ  ََ ْٛ َّصٌا َٚ  ِحَلَ َّصٌا َفِْصٔ ِِسفبَع ُّ ٌْ ا ْٓ َع َعَظ َٚ  َ َّاللَّ َّْ ِإ
 ِعِظْس ُّ ٌْ ا َٚ  ٍَْٝجُذٌْ ا"  
 
Dari Nabi saw., beliau bersabda:“Sesungguhnya Allah SWT. menjatuhkan 
(meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan meringankan kewajiban puasa 
(Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui”. 
 
 Menjaga hak hidup seorang anak juga nampak dari adanya larangan 
membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Dalam suatu hadits 
yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah  dinyatakan:42 
 
 ك٠سطٌا طعث ٟف خٌٛزمِ حأسِا ٜأز ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص ٟجٌٕا ْأ . ءبعٌٕا ًزل ٓع ٕٝٙف
ْب١جصٌاٚ .  
  
“Bahwasanya Nabi saw. melihat seorang perempuan yang terbunuh (karena 
peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan 
anak-anak”. 
 
 Berbagai nash, baik ayat al-Qur’an maupun hadits, di atas menunjukkan 
adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata 
lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam 
kandungan ibunya sekalipun. 
 
2).  Hak Mendapat Pengakuan Nasab 
 Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) 
merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi 
kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan 
yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan 
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aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan 
bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah 
SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):5: 
 
ا َٛ َِ َٚ  ِٓ ٠ ِّدٌا ِٟف ُْ ُُىٔا َٛ ِْخَئف ُْ َُ٘ءَبَثآ اٛ ُّ ٍََْعر ُْ ٌَ ْْ ِ َئف ِ َّاللَّ َدْٕ ِع ُػَعَْلأ َٛ ُ٘ ُْ ِٙ ِئَبَث٢ِ ُْ ُُ٘ٛع َْ ا١ٌِ ُْ ُى١ٍََْع َط١ٌَْ َٚ  ُْ ُى
ب ًّ ١ِدَز اًزُٛفَغ ُ َّاللَّ َْ بَو َٚ  ُْ ُُىثٍُُٛل ْدَد َّّ ََعر ب َِ  ْٓ َِىٌ َٚ  ِٗ ِث ُْ ُْرؤَطَْخأ ب َّ ١ِف ٌحَبُٕج 
 
“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak
-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
 
  Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan 
memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah 
orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis 
keturunan) si anak. 
  
3). Hak Mendapatkan Nama yang Baik 
 Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang 
pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa 
masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam 
memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama –
dalam pandangan syari`at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar 
bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan 
berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah 
matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan 
menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh 
Abū Dāwud:43 
 
 ُْ ُوَءب َّ َْظأ إُِٛعَْدَؤف ُْ ُِىئَبثآ ِءب َّ َْظأ َٚ  ُْ ُِىئب َّ َْظِؤث ِخ َِ َب١ِمٌْ ا ََ ْٛ َ٠ َْ ْٛ َعُْدر ُْ ُىَِّٔإ .  
 
“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian 
dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!” 
 
4). Hak Mendapatkan Penyusuan 
 Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak 
untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk 
disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233: 
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 َِ ٌُٛ ْٛ َّ ٌْ ا ٍََٝع َٚ  َخَعبَظ َّسٌا َُّ ُِز٠ ْْ َأ َ اََزأ ْٓ َّ ٌِ ِٓ ١ٍَْ ِ بَو ِٓ ١ٌَْ ْٛ َد َّٓ ُ٘ َ َلَّ ْٚ َأ َٓ ْعِظُْس٠ ُداَِدٌا َٛ ٌْ ا َٚ ٌَ  َّٓ ُُٙلْشِز ُٗ
 ٌَُٗ ٌَ ٌُٛ ْٛ َِ  َلَّ َٚ  َبَِ٘دٌ َٛ ِث ٌحَِدٌا َٚ  َّزبَُعر َلَّ َبَٙعْظ ُٚ  َِّلَّإ ٌطَْفٔ ُفٍََُّىر َلَّ ِفُٚسْع َّ ٌْ ِبث َّٓ ُُٙر َٛ ْعِو َٚ َٛ ِث ٍََٝع َٚ  ِٖ َِدٌ
 ُر َْ ََزأ ْْ ِإ َٚ  ب َّ ِٙ ١ٍََْع َحَبُٕج ََلَف ٍز ُٚ بََشر َٚ  ب َّ ُْٕٙ ِ  ٍضاََسر ْٓ َع ًلَّبَِصف ا َ اََزأ ْْ ِ َئف َِهٌَذ ًُ ْض ِ  ِسِزا َٛ ٌْ ا ُْ  ْْ َأ
 ْعا َٚ  َ َّاللَّ اُٛمَّرا َٚ  ِفُٚسْع َّ ٌْ ِبث ُْ ُز١ََْرآ ب َِ  ُْ ُز ّْ ٍََّظ اَِذإ ُْ ُى١ٍََْع َحَبُٕج ََلَف ُْ ُو َ َلَّ ْٚ َأ اُٛعِظَْسزَْعر ٍَ ب َّ ِث َ َّاللَّ َّْ َأ اٛ ُّ
 ٌس١َِصث َْ ٍُٛ َّ َْعر 
 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris 
pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.” 
 
 Ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, 
ternyata juga menjamin hak ibu/wanita yang menyusuinya, sehingga tidak akan 
ada seorang pun yang merasa dirugikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-
Thalāq (65):6 di atas: 
 
 ٌَُٗ ُعِظُْسزََعف ُْ ُرْسَظبََعر ْْ ِإ َٚ  ٍفُٚسْع َّ ِث ُْ َُىٕ١َْث اُٚس ِّ َرْأ َٚ  َّٓ َُ٘زُُٛجأ َّٓ َُُ٘ٛرَآف ُْ َُىٌ َٓ ْعَظَْزأ ْْ ِ َئف  
ُأَٜسْخ  
...“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.” 
  
 Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak 
nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan 
penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya 
tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah 
(2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui 
anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena 
kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. 
Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada 
suaminya karena si isteri menyusui anaknya.44 
 Terlepas dari perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama 
mengenai nafkah tambahan dan upah bagi isteri yang menyusui anaknya, hal 
tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian syari`at Islam terhadap 
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pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal ini hak untuk memperoleh 
penyusuan (disusui). 
 
5). Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan 
 Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua 
memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi 
kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. 
 Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta 
pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum 
seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan 
demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang 
anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan 
oleh al-Qur’an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, 
seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-`Ankabūt (29): 8: 
 
ًبْٕعُد ِٗ ٠َِْدٌا َٛ ِث َْ بَعْٔ ِْلْا َبٕ١ْ َّص َٚ َٚ  
 
“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...” 
 
 Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6: 
 
 ُحَزبَجِذٌْ ا َٚ  ُضبٌَّٕا َبَُ٘ ُٛل َٚ  اًزَبٔ ُْ ُى١ٍِْ٘ َأ َٚ  ُْ ُىَُعفْٔ َأ اُٛل إُٛ َِ َآ َٓ ٠ِرٌَّا َب ُّٙ٠َأ َب٠ 
 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan 
merawat anak dan keluarganya dengan baik.45 Dengan kata lain, seorang anak 
mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.  
 Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-
anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:46 
 
 َّٝ ِجٌَّٕا َسَصَْثأ ٍِطثبَد َٓ ْث َعَسَْللأا َّْ َأ َحَس٠َُْس٘ َِٝثأ ْٓ َع-ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص-  َّْ ِإ َيَبَمف َٓ َعَذٌْ ا ًُ َِّجُم٠
 ِ َّاللَّ ُيُٛظَز َيَبَمف ُْ ُْٕٙ ِ  اًدِدا َٚ  ُذٍْ ََّجل ب َِ  َِدٌ َٛ ٌْ ا َٓ ِ  ًحَسَشَع ٌِٝ-ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص- «  َلَّ ْٓ َِ  ُ َِّٗٔإ
 ُْ َدُْس٠ َلَّ ُْ َدَْس٠». 
 
Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium 
Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak 
satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: 
“Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.” 
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 Dalam riwayat Muslim  yang lain, 47 Nabi saw. bersabda: 
«  ًَّ َج َٚ  َّصَع ُ َّاللَّ ُٗ ّْ َدَْس٠ َلَّ َضبٌَّٕا ُِ َدَْس٠ َلَّ ْٓ َِ ». 
“Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah `Azza wa 
Jalla.” 
 
 Hadits di atas merupakan contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw. 
kepada umatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap anak-anak. 
Ciuman Rasulullah saw. kepada anak-anak [dalam hal ini kepada Hasan, cucunya] 
merupakan wujud kasih sayangnya yang besar terhadap anak-anak. Orang yang 
memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan balasan 
kasih sayang juga dari orang lain. Demikian juga orang tua yang bersikap kasih 
sayang terhadap anak-anaknya, kelak anak-anaknya akan membalas dengan kasih 
sayang terhadap orang tuanya. 
 
6). Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup) 
 Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan 
pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah 
dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang 
cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si 
suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana 
yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama`ah, kecuali al-
Turmużi  48 sebagai berikut: 
 
 خشئبع ٓع : ذٌبل خجزع ذٕث دٕ٘ ْأ " بِ ٟٕ١طع٠ ط١ٌٚ خ١ذش ًجز ْب١فظ بثأ ْإ اللَّ يٛظز ب٠
 ٍُع٠ لَّ ٛ٘ٚ ِٕٗ درخأ بِ لَّإ ٞدٌٚٚ ٟٕ١فى٠ " يبمف " فٚسعٌّبث ندٌٚٚ ه١فى٠ بِ ٞرخ "  
 
Dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) 
yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya 
tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang 
mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik.” 
 
7.  Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran 
 Dalam menafsirkan Q.S. al-Tahrīm (66): 6: 
 
 ُحَزبَجِذٌْ ا َٚ  ُضبٌَّٕا َبَُ٘ ُٛل َٚ  اًزَبٔ ُْ ُى١ٍِْ٘ َأ َٚ  ُْ ُىَُعفْٔ َأ اُٛل إُٛ َِ َآ َٓ ٠ِرٌَّا َب ُّٙ٠َأ َب٠ 
`Ali r.a. berkata: “Ajari dan didiklah mereka”. Demikian juga al-Hasan 
menafsirkannya dengan: “Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah 
kebaikan kepada mereka.”49  
 
 Dalam suatu hadits dinyatakan :50 
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  ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز ٓع : يبل " ُٙثَأ إٛعدأٚ ُوَلَّٚأ اِٛسوأ "  
Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian, dan 
perbaguslah pendidikan mereka”. 
 
 Dalam riwayat lain juga dinyatakan :51 
 
 ِ َّاللَّ ُيُٛظَز َيَبل-ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص- «  ٍٓ َعَد ٍة َ َأ ْٓ ِ  ًَ َعَْفأ ََُٖدٌ َٚ  ٌِدٌا َٚ  ًَ ََذٔ ب َِ ». 
Rasulullah saw. bersabda:“Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang 
lebih utama daripada pendidikan yang baik”. 
 
 Riwayat lain menyatakan :52 
 
 ِ َّاللَّ َيُٛظَز َّْ َأ-ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص-  َيَبل «  ًَّ ُو َقَّدََصَز٠ ْْ َأ ْٓ ِ  ٌَُٗ ٌس١َْخ ََُٖدٌ َٚ  ًُ ُج َّسٌا َة َِّ َُؤ٠ ْْ َلأ
 ٍعبَص ِفِْصِٕث ٍَ ْٛ َ٠». 
 Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:“Pendidikan seseorang kepada anaknya 
adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sha` setiap hari.” 
 
 Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para 
sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak 
orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?” Rasulullah menjawab: 
“Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.” 53 
 Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak 
mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk 
memperbanyak membaca al-Qur’an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk 
membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, 
sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat 
Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan 
oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmużi). 54 Riwayat lain dari Ibn `Abbas 
menyatakan :55 
 
 ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص ٟجٌٕا ْأ : «  ،ّٕٝ١ٌا ٗٔذأ ٟف ْذؤف ، دٌٚ َٛ٠ ٍٟع ٓث ٓعذٌا ْذأ ٟف ْذأ
 ٜسع١ٌا ٗٔذأ ٟف َبلأٚ» 
 
Bahwasanya Nabi saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika 
dilahirkan, beliau membacakan adzan di telinga kanannya dan membacakan iqamat 
di telinga kirinya. 
  
 Sementara itu, al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari al-Husain bin `Ali :56 
 
 ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز يبل " : ٗٔذأ ٟف َبلأٚ ّٕٝ١ٌا ٗٔذأ ٟف ْذؤف ٌَِٛٛ ٌٗ دٌٚ ِٓ
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 دب١جصٌا َأ ٕٗع ذعفز ٜسع١ٌا "  
 
Rasulullah saw. bersabda:“Barangsiapa yang anaknya lahir, kemudian dia 
kumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka 
dijauhkan dari anak tersebut umm al-sābiyyāt (setan yang mengganggu anak-
anak).” 
 
Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili57 menambahkan bahwa disunatkan pula 
mengucapkan doa sebagai berikut di telinga kanan si anak: 
 
ُ١جسٌا ْبط١شٌا ِٓ بٙز٠زذٚ هث ب٘ر١عأ ٟٔإ 
 
“Sesungguhnya aku memohon perlindungan dia dan keturunannya kepada Engkau 
dari godaan setan yang terkutuk.”  
  
 Selain itu, dalam Musnad Ibn Razin dikatakan bahwa Nabi saw. membaca 
surat al-Ikhlash di telinga kanan anak yang dilahirkan.  Al-Baihaqi dalam Syu`ab al
-Īmān 59 menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota 
keluarga. Di antara hak-hak tersebut ialah: 
a. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang 
baru dilahirkan; 
b. Di-tahnīk (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-
langit mulut) anak yang baru dilahirkan, berdasarkan suatu riwayat hadits: 
 
 يبل ٝظِٛ ٟثأ ٓع : ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص ٟجٌٕا ٗث ذ١رؤف ، َلَغ ٌٟ دٌٚ  : «  ٖبّعف
 حسّزث ٗىٕدٚ ُ١٘اسثإ» 
 
“Dari Abu Musa, dia berkata, ‘Anakku telah lahir dan aku membawanya kepada 
Nabi saw. Maka, beliau memberinya nama Ibrahim dan men-tahnīk¬-nya 
dengan kurma.” 
 
c. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya, sebagaimana 
dinyatakan dalam hadits :60 
 
ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز يبل  " : ٓعٚ ، ْبرؤفبىِ ْبربش  َلَغٌا ٓع خم١معٌا ٟف
 حبش خ٠زبجٌا"  
 
Rasulullah saw. bersabda:“Aqiqah dari anak laki-laki adalah dua ekor domba 
yang sama (dalam umur dan kualitasnya), dan aqiqah dari anak perempuan 
adalah satu ekor domba.” 
 
d. Dicukur rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu 
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riwayat dari Muhammad bin Ali dari bapaknya (Ali), dia menyatakan bahwa 
Fathimah binti Rasulullah saw. menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab, 
dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut 
dengan harga perak.61 
e. Diberi nama dengan nama yang baik, sebagaimana dalam hadits :62 
 
 يبل ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ ٟجٔ ْأ : «  ،ٗعثبظ َٛ٠ ٕٗع خثر٠ ،ٗزم١معث خٕ١٘ز َلَغ ًو
 ّٝع٠ٚ ، ٗظأز كٍذ٠ٚ» 
 
Bahwasanya Nabi saw. bersabda:“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, 
disembelih untuknya (domba) pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur 
rambutnya, dan diberi nama.” 
 
f. Dikhitan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :63 
 
  يبل ، ٍُظ ٚ  ٗ١ٍع  اللَّ  ٍٝص  ٟجٌٕا  ٗث  غٍج٠ ،  حس٠س٘  ٟثأ  ٓع : « طّخ  حسطفٌا»  ،
 ٚأ : «  حسطفٌا ِٓ طّخ : ُ١ٍمرٚ ، ةزبشٌا صلٚ ، ػثلْا فزٔٚ ، َادذزظلَّاٚ ، ْبزخٌا
 زبفظلأا» 
 
Dari Abu Hurairah yang disampaikannya kepada Nabi saw., beliau bersabda: 
“Fitrah (sunnah) itu ada lima atau lima hal yang termasuk fitrah (sunnah): 
khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, 
dan memotong kuku.” 
 
g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si 
anak; 
h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya, sebagaimana dinyatakan dalam 
hadits :64 
 
 ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز يبل : «  غٍث اذئف ، ٗثَأٚ ّٗظا ٓعذ١ٍف دٌٚ ٌٗ دٌٚ ِٓ
 ٗ١ثأ ٍٝع ّٗصإ بّٔئف ، بّصإ ةبصؤف ٗجٚص٠ ٌُٚ غٍث ْئف ٗجٚص١ٍف»   
 
Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai anak, hendaklah dia 
membaguskan namanya dan pendidikannya. Jika anak tersebut telah dewasa, 
maka nikahkanlah. Jika dia sudah dewasa, tetapi tidak dinikahkan, kemudian dia 
melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya.” 
 
 Ayat al-Qur’an dan hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi 
pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, 
orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan 
shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. 
Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20): 132: 
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َٜٛ ْمَّزٌٍِ َُخِجلبَعٌْ ا َٚ  َُهلُشَْسٔ ُٓ َْذٔ ًبلْشِز َُهٌَؤَْعٔ َلَّ َبٙ١ٍََْع ِْسجَطْصا َٚ  ِحَلَ َّصٌِبث ََهٍْ٘ َأ ْس ُِ ْأ َٚ  
 
“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu 
dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 
bertakwa.” 
 
 Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga 
muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan 
shalat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah 
yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan 
rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga 
menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.    
 Apa yang dinyatakan dalam ayat al-Qur’an di atas diperkuat dengan hadits 
yang diriwayatkan Imam Ahmad :65 
 
 ِ َّاللَّ ُيُٛظَز َيَبل-ٍُظٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص- «  َبٙ١ٍََْع ُْ ُُ٘ٛثِسْظا َٚ  َٓ ١ِِٕظ ِعْجَِعٌ َِحلَ َّصٌِبث ُْ ُوَءَبَْٕثأ اُٚس ُِ
 ِعِجبَع َّ ٌْ ا ِٝف ُْ َُٕٙ١َْث اُٛل َِّسف َٚ  َٓ ١ِِٕظ ِسْشَِعٌ... ».  
 
Rasulullah saw. bersabda:“Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat 
jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena 
(meninggalkan) shalat jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, serta 
pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidurnya...” 
 
 Dalam riwayat Abu Dawud hadits tersebut berbunyi :66 
 
 ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز يبل " ُ٘ٛثسظاٚ ٓ١ٕظ عجظ ءبٕثأ ُ٘ٚ حلَصٌبث ُوَلَّٚأ اٚسِ
 عجبعٌّا ٟف ُٕٙ١ث اٛلسفٚ ٓ١ٕظ سشع ءبٕثأ ُ٘ٚ بٙ١ٍع . "  
 
Rasulullah saw. bersabda:“Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat 
jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena 
(meninggalkan) shalat jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, serta 
pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidurnya.” 
 
 Di samping masalah ibadah, terutama ibadah yang paling pokok yaitu shalat, 
Nabi juga memberi tuntunan dalam mendidik anak, misalnya sebagaimana 
diisyaratkan dalam riwayat `Abdurrazaq dan Sa`id bin Manshur :67 
 
"  ُ٘ٛثَأ ٚ س١خٌا ُى١ٍ٘أ ٚ ُوَلَّٚأ اٍّٛع"  
 
“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan isteri kalian, serta didiklah mereka.” 
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Demikian juga dalam riwayat al-Thabrānī :68 
 يبصخ سلَص ٍٝع ُوَلَّٚأ اٛثَأ : ْآسمٌا حٚلَر ٚ ٗز١ث يآ تد ٚ ُى١جٔ تد"  
 
“Didiklah anak-anak kalian atas  tiga hal: mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga 
Nabi, dan membaca al-Qur’an.”  
 
 Termasuk hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah 
pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn 
Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a. :69 
 
" هٌرف ٟ٘إٌٛا ةبٕزجاٚ سِاٚلأا يبضزِبث ُوَلَّٚأ اٚسِٚ اللَّ ٟصبعِ اٛمراٚ اللَّ خعبطث اٍّٛعا
 زبٌٕا ِٓ ُىٌٚ ٌُٙ خ٠بلٚ"  
 
“Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta 
suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi 
segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api 
neraka.” 
 
 Di samping masalah ibadah, akhlak, dan hukum, pendidikan jasmani juga 
penting diberikan kepada anak-anak. Hal itu sudah menjadi perhatian para 
generasi salaf, sebagaimana tercermin dalam surat `Umar bin Khathab kepada 
penduduk Syam yang berkata :70 
 
"  خظٚسفٌاٚ ِٟسٌاٚ خدبجعٌا ُوَلَّٚأ اٍّٛع"  
“Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda.” 
 
 Sementara itu, al-Hajjaj berkata kepada guru anaknya :71 
 
 ُٕٙع خجع٠ ِٓ ْٚدج٠ لَّٚ ُٕٙع تزى٠ ِٓ ْٚدج٠ ُٙٔئف خثبزىٌا ًجل خدبجعٌا ٍُّٙع"  
 
“Ajarkanlah kepada mereka berenang sebelum menulis, karena mereka dapat 
menemukan orang yang membantunya menulis, tetapi mereka tidak akan 
menemukan orang yang membantunya berenang.” 
 
8). Hak Diperlakukan secara Adil 
 Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, 
baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana 
dinyatakan dalam hadits :72 
 
  ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز يبل "  ُىئبٕثأ ٓ١ث اٌٛدعا ُوَلَّٚأ ٓ١ث اٌٛدعا "  
 
Rasulullah saw. bersabda:“Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku 
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adillah kalian di antara anak-anak kalian.” 
 Berkenaan dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak-anak juga terdapat 
sebuah hadits yang menceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Nu`man 
bin Basyir diberi sesuatu pemberian oleh bapaknya, tetapi ibunya yang bernama 
`Amrah binti Rawahah tidak menyetujui perbuatan suaminya sebelum masalah 
tersebut diadukan kepada Rasulullah saw. Kemudian bapaknya mendatangi 
Rasulullah dan menceritakan masalahnya. Maka Rasulullah bertanya: “Apakah 
kamu memberi kepada semua anakmu seperti apa yang kamu berikan kepada 
anakmu itu?” Bapak itu menjawab: “Tidak.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 
 
"  ُوَلَّٚأ ٓ١ث اٌٛدعاٚ اللَّ اٛمربف "  
“Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu.” 
 
Kemudian bapaknya pulang dan menarik kembali pemberiannya.73 Dalam riwayat 
lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya 
menemui Rasulullah saw. dan berkata :74 
 
" بِلَغ ار٘ ٟٕثا ذٍذٔ ٟٔإ " يبمف "؟ ٍٗضِ ذٍذٔ ندٌٚ ًوأ ." يبل"لَّ "  يبل "ٗعجزبف "  
 
Bapaknya berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki
-lakiku ini.” Rasulullah saw. bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti 
yang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak.” Rasulullah 
saw. kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.” 
 
 Beberapa hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil 
terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya 
yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak 
bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang 
bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya. 
 
4. Perbandingan Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan 
Anak dan Hukum Islam 
 
 Dari uraian di atas, nampak bahwa secara umum, hak-hak anak yang terdapat 
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak dalam 
hukum Islam. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, Undang-Undang 
Perlindungan Anak tidak memberikan penekanan yang tegas akan hak anak untuk 
memperoleh pendidikan dan bimbingan agama dari orang tua mereka dan bentuk 
perlindungan anak dalam keluarga juga belum dirumuskan secara jelas.   
 Pasal 6 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk 
beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”. Pasal ini mengandung 
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ketentuan yang lebih menekankan pada “kebebasan anak” (termasuk dalam 
masalah agama), bukan pada kewajiban orang tua untuk membimbing anak-anak 
mereka. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya ketentuan yang berkaitan dengan 
kewajiban orang tua untuk membimbing anak-anak mereka dalam hal agama, 
sebagaimana dirumuskan pada Pasal 26 Undang-Undang ini. 
 Di lain pihak, Undang-Undang ini memberikan perhatian yang besar tentang 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak dalam 
kaitannya dengan perkawinan anak mereka, yaitu dengan adanya kewajiban untuk 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan ini merupakan 
sesuatu baru, yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
sebelumnya, yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini dimungkinkan 
karena adanya tuntutan keselarasan dan konsistensi dengan peraturan perundang-
undangan yang lain, yang melarang terjadinya perkawinan anak yang belum cukup 
umur, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.75 
 Adapun kewajiban dan tanggung jawab keluarga (di luar orang tua) adalah 
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, jika orang tua si anak 
tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak 
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Pasal 26 ayat 2). 
 Sayangnya, sampai saat ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur hal tersebut belum dibuat, sehingga belum ada landasan yuridis yang 
khusus mengatur masalah peralihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua 
kepada keluarga, dalam menyelenggarakan perlindungan anak dalam keluarga. 
 Hal lain yang nampak terdapat perbedaan antara Undang-Undang 
Perlindungan Anak dan hukum Islam berkenaan dengan hak anak, ialah tidak 
disinggungnya hak anak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. Akan 
tetapi, menurut penulis, tidak dicantumkannya ketentuan mengenai hak seorang 
anak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya, disebabkan oleh perspektif 
yang digunakan Undang-Undang ini dalam melihat kedudukan seorang anak 
dalam lingkup yang luas (bukan hanya dalam wilayah domestik [keluarga], 
melainkan juga dalam wilayah publik), maka pembahasan ketentuan yang berada 
pada wilayah domestik (kelurga) menjadi tidak detail dan jelas. 
 
KESIMPULAN  
 Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
pada dasarnya sejalan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam. 
Hanya saja, karena terdapat perbedaan perspektif antara Undang-Undang 
Perlindungan Anak dan hukum Islam dalam memandang kedudukan anak, 
terdapat perbedaan juga dalam ruang lingkup hak-hak anak tersebut. Undang-
Undang Perlindungan Anak melihat anak dalam perspektif seseorang yang 
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merupakan anggota dari suatu keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, 
sedangkan pembahasan hak-hak anak dalam hukum Islam dilihat dari perspektif 
anak sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, kajian hak-hak anak dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dalam kajian hukum politik (al-
ahkām al-siyāsah), sedangkan hak-hak anak dalam hukum Islam termasuk dalam 
kajian hukum keluarga (al-ahkām al-syakhshiyyah).  
 Dari aspek materi hukum, hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak sangat berorientasi pada “kepentingan yang terbaik 
bagi anak” dan “penghargaan atas pendapat anak”, sehingga cenderung sangat 
memberikan kebebasan kepada anak, termasuk dalam masalah agama. Padahal, 
dalam hukum Islam, pendidikan dan penanaman ajaran agama seorang anak 
merupakan kewajiban orang tua yang pertama dan utama; dan hal itu tidak 
dinyatakan dalam Undang-Undang ini. 
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Hani Sholihah 
Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang .. 
DOI 10.5281/zenodo.1303924 
  
al-Afkar, Journal for Islamic Studies 
http://al-afkar.com                                               
Vol. 2, No. 1, July 2018 
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883  
111 
39.  Lihat Q.S. Fathir (35): 18 yang artinya: “...dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain...”. 
40. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2, h. 898-899, no. 2694.  
41. Al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī, Juz 4, h. 491, no. 2273. Dalam riwayat lain, diantaranya yang 
diriwayatkan al-Turmużi, hadits di atas merupakan potongan dari hadits yang cukup panjang, 
sebagaimana terlihat dalam Sunan al-Turmużī..., Juz 2, h.109, no. 711 sebagai berikut: 
  
 هٌبِ ٓث طٔأ ٓع حَاٛظ ٓث اللَّ دجع ٓع يلَ٘ ٛثأ بٕصدد ع١وٚ بٕصدد لَّبل ٝع١ع ٓث فظٛ٠ ٚ ت٠سو ٛثأ بٕصدد ( ٓث اللَّ دجع ٟٕث ِٓ ًجز
 تعو : ) ًىف َْا يبمف ٜدغز٠ ٗردجٛف ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز ذ١رؤف ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز ً١خ بٕ١ٍع دزبغأ يبل
 عظسٌّا ٚأ ًِبذٌا ٓعٚ حلَصٌا سطشٚ َٛصٌا سفبعٌّا ٓع عظٚ ٌٝبعر اللَّ ْإ َب١صٌا ٚأ َٛصٌا ٓع هصددأ َْا يبمف ُئبص ٟٔإ ذٍمف
 اللَّٚ َب١صٌا ٚأ َٛصٌا ! ٟعفٔ فٌٙب١ف بّ٘اددإ ٚأ بّٙ١زٍو ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص ٟجٌٕا بٌّٙبل دمٌ ! ٟجٌٕا َبعغ ِٓ ذّعغ ْٛوأ لَّ ْأ
ٍُظ ٚ ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص.  
 
42.  Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah..., Juz 2, h. 947, no. 2841. 
43.  Abū Dāwud, Sunan Abū Dāwud, Juz 4, h. 287, no. 4948. 
44. Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, al-Muhażżab (Surabaya: al-
Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, al-
Majmū` Syarh ala al-Muhażżab (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.  
45.  Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd (Beirut: Dār al-Kutub al-
`Ilmiyyah, 2005). Cet. 2, h. 124.  
46. Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, h. 325. Lihat juga Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 215, no. 1984, 1985, 
1986; Sunan Abū Dāwud, Juz 4, h. 255, no. 5218; Ahmad bin Hanbal, Abu `Abdillah, Musnad al-
Imām al-Hāfizh Abī `Abdillah Ahmad bin Hanbal, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002), h. 
514, no. 7121; h. 525, no. 7287; h. 548, no. 7636; h. 729, no.10684. 
47.  Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, h. 325; Lihat juga Ahmad bin Hanbal, al-Musnad (Kairo: Dar al-
Hadits, 1995). Cet.1, Juz 14, h. 407, no. 19089. 
48. Sanad dan matan hadits di atas adalah salah satu hadits riwayat Bukhari dalam Shahih al-
Bukhārī, Juz 5, h. 2052. Lihat juga Shahih al-Bukhārī,, Juz 2, h. 769; Juz 5, h. 2054; Juz 6, h. 2626; 
Shahih Muslim, Juz 5, h. 129; Sunan al-Nasā’ī, Juz 8, h. 638 dan Juz 8, h. 246; Sunan Abī Dāwud, 
Juz 2, h. 312; Sunan Ibn Mājah, Juz 2, h. 769; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, 
al-Sunan al-Kubrā (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 7, h. 477 . 
49. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tuhfah al-Maurūd..., h. 122; al-Baihaqi, Syu`ab al-Īmān (Beirut: Dār al
-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990), Juz 6, h. 397.  
50. Ibn  Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2, h. 1211, no. 3671. 
51. Al-Turmużī, Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 227, no. 2018.  
52. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, h. 1516, no. 21206; h. 1521, no. 21279; al-
Turmudzī, Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 227, no. 2017. 
53. Al-Baihaqi, Syu`ab al-Īmān, Juz 6, h. 400; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tuhfah al-Maurūd..., h. 122. 
Lihat juga al-Syirazi, al-Muhażżab (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 1, h. 242. Al-
Syirazi menjelaskan bahwa seseorang yang baru mendapatkan seorang anak, disunnahkan 
untuk memberinya nama yang bagus seperti `Abdullah dan `Abdurrahman, dikumndangkan 
adzan di telinganya, di-tahnīk (diberi kunyahan kurma dan ditempelkan di langit-langit si 
bayi).  
54. Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz 2, h. 749, no. 5105; Lihat juga  Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 
36, no. 1553. Dalam riwayat Abū Dāwud, hadits tersebut berbunyi: 
  يبل ٗ١ثأ ٓع عفاز ٟثأ ٓث اللَّ د١جع ٓع اللَّ د١جع ٓث ُصبع ٟٕصدد يبل ْب١فظ ٓع ٝ١ذ٠ بٕص َدعِ بٕصدد : ٗ١ٍع اللَّ ٍٝص اللَّ يٛظز ذ٠أز
 حلَصٌبث خّغبف ٗردٌٚ ٓ١د ٍٟع ٓث ٓعذٌا ْذأ ٟف ْذأ ٍُظ ٚ .  
55. Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, Syu`ab al-Īmān (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 
1410 H). Cet.1,  Juz 6, h. 390, no. 8620; Ibn Qayyim, Tuhfah al-Maurūd..., h. 17. 
56. Al-Baihaqi, Syu`ab al-Īmān,  Juz 6, h. 390, no. 8619. 
Hani Sholihah 
Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang .. 
DOI 10.5281/zenodo.1303924 
  
al-Afkar, Journal for Islamic Studies 
http://al-afkar.com                                               
Vol. 2, No. 1, July 2018 
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883  
112 
57. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamī..., Juz 3, h. 640.  
58. Doa tersebut dibaca seperti itu, meskipun anak yang dilahirkan laki-laki karena sesuai bacaan 
ayat dan berharap memperoleh berkah (tabarruk) dengan lafadz ayat tersebut. 
59. Ibid., h. 389-421. 
60. Ibid., h. 391, no. 8623.  
61. Ibid., h. 392, no. 8629. 
62. Ibid., h. 392, no. 8630. 
63. Ibid., h. 392, no. 8637. 
64. Ibid., h. 401, no. 8666. 
65. Ahmad bin Hanbal, al-Musnad (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), Juz 6, h. 295, no. 6756.  
66. Abu Dawud, Sunan Abī Dāwud, Juz 1, h. 133, no. 495. 
67. `Abdullah Nashih `Ulwan, Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām, Juz 1, h. 152. 
68. Ibid., h. 153.  
69. Ibid., h. 159.  
70. Ibid., h. 155.  
71. Ibid.  
72. Abu Dawud, Sunan Abū Dāwud, Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga Sunan al-Nasā’ī, Juz 6, h. 262; 
Musnad Ahmad, Juz 4, h. 275, 278, dan 375;  
73. Al-Bukhari, Shahīh al-Bukhārī (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 3, h. 206. al 
Bukhari, Shahīh al-Bukhārī (Dahlan), Juz 2, h. 988-989, no. 2415 dan 2416. 
74. Al-Bukhari, Shahīh al-Bukhārī (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 3, h. 206. 
Lihat juga Musnad Ahmad, Juz 40, h. 25, no. 18863; h. 69, no. 18907; Sunan al-Nasā’ī, Juz 6, h. 
258, no. 3672; h. 260, no. 3680; Sunan al-Turmużī, Juz 2, h. 411, no. 1379; al-Baihaqi, Abu Bakr 
Ahmad bin al-Husain bin Ali, al-Sunan al-Kubrā (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 6, h. 
178-179. 
75. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, batasan usia seorang anak menurut 
UU Perlindungan Anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, meskipun UU 
Perkawinan mengizinkan seorang anak perempuan yang telah berumur 16 tahun untuk 
menikah, tetapi menurut UU Perlindungan Anak, dia masih dikategorikan sebagai kanak-
kanak, yang harus dicegah perkawinannya.  
Hani Sholihah 
Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang .. 
DOI 10.5281/zenodo.1303924 
